KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 09/Kpts-II/1995
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG MENGUSULKAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN SERTA PENERBITAN KARTU TANDA
PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN
MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang 
:
a.
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 247/Kpts-II/1994 tariggal 3 Juni 1994 telah ditetapkan Pelimpahan Wewenang mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Penerbitan Kartu anda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan dari Menteri Kehutanan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro hukum dan Organisasi; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 667/Kpts-II/93 tentang Organisasi dan Tata-kerja Departemen Kehutanan, pembinaan administrasi kepegawaian, ada pada Sekretariat Jenderal sedang pembinaan dan operasional PPNS Lingkup Departemen Kebutanan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam; 

c. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas dan pembinaan operasional PPNS lingkungan Departemen Kehutanan, maka perlu dilimpahkan wewenang pengusulan pengangkatan dan pemberhentian PPNS kepada Sekretariat Jenderal dan penerbitan kartu tanda pengenal penyidik pegawai negeri sipil lingkungan Departemen Kehutanan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam cq. Direktur Perlindungan Hutan. 
Mengingat 
:
1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967; 



2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; 



3.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985; 



4.
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Jo; 



5.
Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993; 



6.
Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 



7.
Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10/Kpts-II/1992 dan Nomor Skep/07/I/1992; 



8.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993; 



9.
Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-18-PW-07-03 Tahun 1993. 


MEMUTUSKAN :
Menetapkan 
:
Pertama 
:
Melimpahan Wewenang kepada. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan untuk dan atas nama Menteri Kehutanan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil lingkup Departemen Kehutanan.
Kedua 
:
Melimpahan Wewenang kepada Direktur Perlindungan Hutan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam untuk dan atas nama Menteri Kehutanan menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan.
Ketiga 
:
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan memperoleh Kartu Tanda Pengenal, untuk dapat melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan surat tugas dari :

a.  Kepala, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi yang bersangkutan untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di wilayah Propinsi yang bersangkutan.

b.  Pejabat Eselon II Pusat untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pusat yang penugasannya untuk tiap kasus.

Keempat 
:
Ketentuan dan tata cara. pengusulan pengangkatan dan pemberhentian PNS diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal dan. ketentuan tatacara penerbitan kartu tanda pengenal penyidik pegawai negeri sipil lingkup Departemen Kehutanan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.
Kelima 
: 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 5 Januari 1995

MENTERI KEHUTANAN,
Ttd.
DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO
Salinan keputusan ini Disampaikan kepada Yth. :
1.  Sdr Menteri Kehakiman RI, di Jakarta.
2.  Sdr Jaksa Agung RI, di Jakarta.
3.  Sdr Kepala Kepolisian RI, di Jakarta
4.  Sdr Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan
5.  Sdr Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, di seluruh Indonesia
6.  Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I, di seluruh Indonesia.

